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ABSTRAK 
 

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan salah satu jenis benda 
bergerak yang dapat diwakafkan dalam ketentuan Undang-Undang No. 41 Tahun 
2004 Tentang Wakaf. Peraturan-peraturan perwakafan sebelumnya belum ada 
yang menjadikan HKI sebagai harta benda wakaf. HKI menjadi harta benda wakaf 
karena adanya pergeseran paradigma wakaf menuju wakaf produktif. Namun 
demikian, Undang-Undang tersebut sarat akan problematika yuridis karena tidak 
ada penjelasan khusus terhadap wakaf HKI seperti halnya pada wakaf uang. 
Selain itu praktek perwakafan HKI masih sangat jarang dikarenakan belum 
jelasnya bentuk-bentuk perwakafan HKI.  

 Permasalahan tesis ini adalah, problem yuridis apa saja yang terdapat 
dalam ketentuan wakaf HKI dalam Undang-Undang Wakaf, dan bagaimana 
bentuk-bentuk wakaf HKI sebagai salah satu bentuk wakaf produktif di Indonesia. 

 Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan 
pendekatan yuridis normatif. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah 
deskriptif analisis. 

Hasil penelitian ini meliputi; pertama, problematika wakaf HKI 
menyangkut tiga hal yaitu pada substansi hukum, struktur hukum, dan budaya 
hukum. Dari  segi substansi hukum, wakaf HKI belum ada yang menjelaskan 
secara tegas, bagaimana pengaturan mengenai wakaf HKI serta mekanismenya. 
Dari segi struktur hukum, belum dijelaskan secara tegas siapa saja yang bisa 
menjadi wakif ataupun nazir dalam wakaf HKI. Sedangkan dari segi budaya 
hukum, masyarakat masih asing dengan wakaf terhadap benda selain tanah, 
sehingga untuk jenis wakaf benda bergerak yang tidak berwujud seperti halnya 
HKI, maka penerimaan masyarakat masih sangat rendah. Kedua, bentuk-bentuk 
perwakafan HKI menentukan mana yang paling maslahat, baik bagi wakif, nazir, 
maupun masyarakat sebagai peruntukan harta wakaf. Pewakafan HKI dibagi 
menjadi dua, yaitu penyerahan HKI oleh wakif secara mutlak kepada nazir untuk 
selamanya atau wakif mewakafkan HKI  nya dengan jangka waktu tertentu baik 
melalui lisensi maupun waralaba.  
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ن أ�� ھر�رة ر�� � 
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و 1َُ�"ِ 

 
 
 

Dari Abu Hurairah RA, bahwasannya 

Rasulullah bersabda: Apabila manusia telah mati 

maka terputuslah semua amalnya kecuali dari 

tiga perkara, yaitu: shadaqah jariyah, ilmu yang 

dimanfaatkan dan anak shaleh yang mendoakan. 
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 

 

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri 
Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543b/U/1987, tanggal 22 
Januari 1988. 

A. Konsonan Tunggal 
Huruf 
Arab 

Nama Huruf Latin Keterangan 

 alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan ا
 ba’ b Be ب
 ta’ t Te ت
 ṡa ṡ Es (dengan titik di atas) ث
 jim j Je ج
 ḥa ḥ Ha (dengan titik di ح

bawah) 
 kha kh Ka dan ha خ
 dal d De د
 żal ż Zet (dengan titik di atas) ذ
 ra’ r Er ر
 zai z Zet ز
 sin s Es س
 syin sy Es dan ye ش
 ṣad ṣ Es (dengan titik di ص

bawah) 
 ḍad ḍ De (dengan titik di ض

bawah) 
 ṭa’ ṭ Te (dengan titik di ط

bawah) 
 ẓa’ ẓ Zet (dengan titik di ظ

bawah) 
 ain ‘ Koma terbalik di atas‘ ع
 gain g Ge غ
 fa’ f Ef ف
 qaf q Qi ق
 kaf k Ka ك
 lam l El ل
 mim m Em م
 nun n En ن
 wawu w We و
 ha’ h Ha ه
 hamzah ‘ Aposrof ء
 ya’ y ye ي
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B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah ditulis rangkap 

 
%&'()*+ ditulis Muta’aqqidin 
‘ ditulis -'ة iddah 

 
 

C. Ta’ Marbutah 
1. Bila dimatikan ditulis h 
 ditulis hibbah ھ/.
.&12 ditulis jizyah 
 
(ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah 
terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, 
kecuali bila dikehendaki lafal aslinya). 
Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, 
maka ditulis di dengan h. 
 
 ’ditulis Karāmah al-auliyā :9ا+8 ا6و345ء
 
2. Bila ta’ marbutah hidup atau dengan harakat, fahah, kasrah dan 

dammah ditulis t. 
 
 ditulis Zakātul fiṭri ز:3ة ا5>;9
 

D. Vokal Pendek 
 
 ِ◌ kasrah i 
 َ◌ fathah a 
 ُ◌ dammah u 
 

E. Vokal Panjang 
 
Fathah + alif ditulis a 
.4A32ھ ditulis jāhiliyyah 
Fathah + ya’ mati ditulis a 
B)C& ditulis Yas’ā 
Kasrah + ya’  mati ditulis ī 
E&9: ditulis karīm 
Dammah + wawu mati ditulis u 
 9F ditulis furūdوض
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F. Vokal Rangkap 
 
Fathah + ya’ mati ditulis ai 
EGH4I ditulis bainakum 
Fathah + wawu mati ditulis au 
 JK ditulis qaulumل
 

G. Vokal Pendek yang berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan oleh Apostrof 
 
 
 
E*Lأأ ditulis A’antum 
 ditulis U’idat أ-'ت
E9تGO %P5 ditulis La’in syakartum 
 

H. Kata Sandang Alif + Lam 
a. Bila diikuti Huruf Qamariyah 
 
 ditulis Al-Qur’ān ا5)9أن
 ditulis Al-Qiyās ا5)34س
 
b. Bila diikuti Huruf Syamsiyah ditulis dengan menggandakan huruf 

syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el)- nya. 
 
 ’ditulis As-Samā ا3RC5ء
SRT5ا ditulis Asy-Syams 
 

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat 
 ditulis ẓawī al-furūḍ ذوي ا5>9وض
.HC5ا Uاھ ditulis Ahl as-Sunnah 
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BAB I 
PENDAHULUAN 

 
A. Latar Belakang 

Wakaf merupakan salah satu ibadah yang selain memiliki dimensi 

spiritual juga memiliki dimensi sosial-ekonomi. Kata wakaf berasal dari 

bahasa Arab “waqafa”. Asal kata “waqafa” berarti “menahan” atau “berhenti” 

atau “diam di tempat” atau “tetap berdiri”.1 Secara singkat wakaf berarti 

menyerahkan sesuatu hak milik yang tahan lama zatnya kepada seorang naz}ir  

(pemelihara atau pengurus wakaf) atau kepada suatu badan pengelola, dengan 

ketentuan bahwa hasil atau manfaatnya dipergunakan sesuai dengan ajaran 

Islam. Benda yang diwakafkan tidak lagi menjadi hak milik yang mewakafkan 

(waqif), dan bukan pula milik naz}ir , tetapi menjadi milik Allah (hak umat).2 

Indonesia, sebagai Negara dengan jumlah Muslim terbesar di dunia 

sudah sangat mengenal lembaga perwakafan. Dimulai dari zaman kerajaan 

Islam, masa penjajahan, dan tentu saja kian berkembang pada masa pasca 

kemerdekaan. Sekalipun lembaga perwakafan merupakan lembaga yang 

berasal dari ajaran Islam, tetapi seolah-olah sudah merupakan kesepakatan 

diantara para ahli hukum bahwa lembaga perwakafan tersebut merupakan 

                                                           
1 Tim Penyusun, Fiqih Wakaf, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal 

Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI, 2007),hal 1. 
 
2 Abdul Halim, Hukum Perwakafan di Indonesia, (Jakarta: Ciputat Press, 2005), hal 7. 
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masalah dalam hukum adat Indonesia, karena  diterimannya lembaga ini 

berasal dari suatu kebiasaan dalam pergaulan hidup masyarakat.3 

Persoalan wakaf awalnya diatur dalam Hukum Adat yang sifatnya tidak 

tertulis dengan mengambil sumber hukum Islam. Pola pelaksanaan wakaf 

masyarakat masih dilakukan secara lisan atas dasar saling percaya kepada 

seseorang atau lembaga tertentu yang dilandasi wakaf sebagai amal saleh yang 

mempunyai nilai mulia di hadapan Tuhan tanpa harus melalui proses 

administratif, dan harta wakaf dianggap milik Allah semata sehingga tidak ada 

orang yang akan berani mengganggu gugat tanpa seizin Allah.4 Benda yang 

diwakafkan pada umumnya adalah tanah. Tanah tersebut biasanya dialokasikan  

untuk dijadikan masjid, sekolah, madrasah, panti asuhan, kuburan dan 

sebagainya. Namun dalam perjalanannya terdapat berbaagai masalah, mulai 

dari banyaknya tanah wakaf yang bersengketa, hingga tanah wakaf yang tidak 

produktif. 

Berbagai peraturan perundang-undangan telah dibuat dalam kaitannya 

dengan tanah wakaf. Pada masa kolonial dikeluarkan berbagai Surat Edaran 

dari Sekretaris Governmen berkaitan dengan tanah wakaf.5 Pasca 

                                                           
3 Tim Penyusun, Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Strategis di Indonesia, 

(Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam 
Departemen Agama RI, 2007), hal. 2. 

 
4 Tim Penyusun, Paradigma Baru Wakaf di Indonesia, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan 

Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI, 2007), hal. 97-98. 
 
5 Diantaranya Surat Edaran Sekretaris Govenmen pada tanggal 31 Januari 1905, No. 43 yang 

termuat dalam Bijblad 1905 No. 6196 t, Surat Edaran Sekretaris Governmen tanggal 4 Juni 1931 No. 
1361/A yang dimuat dalam Bijblad 1931 No. 125/3, Surat Edaran Sekretaris Governmen tanggal 24 
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kemerdekaan, dimulai dengan dikeluarkannya Petunjuk-Petunjuk Mengenai 

Wakaf oleh departemen Agama RI pada tanggal 22 Desember 1953 hingga 

dikeluarkannya Surat Edaran No. 5/D/1959 tentang prosedur Perwakafan 

Tanah. Beberapa peraturan perwakafan tanah tersebut masih dianggap belum 

memberikan kepastian hukum menganai tanah wakaf, hingga diundangkan 

Undang-Undang No. 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok 

Agraria (UUPA) pada pasal 49 yang kemudian dikeluarkan Peraturan 

Pemerintah No. 28 Tahun 1977 tentang perwakafan Tanah Milik.6 

Namun demikian, pada perkembangannya sistem perwakafan ini 

mengalami berbagai problem.  Hal ini disebabkan karena  wakaf di masyarakat 

merupakan wakaf non produktif yang pada umumnya berupa tanah dan biaya 

operasionalnya terkesan membebani masyarakat. Menurut K.H Mukhlisin 

Muzarie persoalan wakaf yang cukup rumit terkait dengan pemahaman dan 

pengelolaan. Pandangan masyarakat masih mengacu pada ulama Syafi’iyah 

yang menekankan pentingnya mempertahankan keabadian benda (teori 

muabbad), dibanding dengan mempertahankan kelestarian manfaatnya (teori al 

maqa>sid al-syari>’ah), akibatnya banyak aset wakaf yang rusak dan terlantar.7 

                                                                                                                                                                       

Desember 1934 No. 1361 No. 3088 A yang dimuat dalam  Bijblad tahun 1934 No. 13390, dan Surat 
Edaran Sekretaris Govermen tanggal 27 Mei 1935 No. 1273/A yang dimuat dalam Bijblad 1935 No. 
13480. 

 
6 Tim Penyusun,  Panduan…, hal. 3-7. 
 
7 Mukhlisin Muzarie, Sukses Memberdayakan Wakaf di Pesantren Modern Gontor, (Cirebon: 

STAIC Press, 2011), hal. 7-8. 
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Pasca diundangkannya Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang 

Wakaf, paradigma perwakafan di Indonesia mulai bergeser. Undang-Undang 

ini dilengkapi dengan Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 tentang 

Pelaksanaan Undang-Undang No 41 Tahun 2004 yang merupakan bagian dari 

semangat memperbaharui dan memperluas cakupan objek wakaf dan 

pengelolaannya agar mendatangkan manfaat yang maksimum. Sehingga 

muncul istilah wakaf produktif untuk memperbaharui konsep wakaf 

konvensional sebelumnya.  

Sebelumnya, wakaf hanya dikenal dalam bentuk wakaf tanah yang 

diperuntukkan sebagai sarana ibadah maupun pendidikan.8 Kini, sejalan 

dengan paradigma wakaf produktif, objek harta wakaf tidak lagi hanya terpaku 

pada tanah yang termasuk kategori benda tidak bergerak. Lebih jauh, objek 

benda wakaf sudah merambah pada benda bergerak bahkan sampai kepada 

kategori benda bergerak yang tidak berwujud. 

Di dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Pasal 16 

Ayat (3) menyebutkan bahwa harta benda wakaf terdiri dari benda bergerak 

dan tidak bergerak. Kategori benda tidak bergerak seperti halnya yang sudah 

dikenal secara konvensional meliputi tanah, bangunan, tanaman, hak milik atas 

satuan rumah susun maupun benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan 

syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan yang 
                                                           

8 Menurut data Kementrian Agama tanah wakaf di Indonesia tercatat sebanyak 403.845 lokasi 
dengan luas 1.566.672.406 m2. Lihat dalam  Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Strategis 
di Indonesia, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat 
Islam Departemen Agama RI, 2007), hal. 69 
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dimaksud sebagai benda bergerak adalah benda yang tidak habis karena 

dikonsumsi, yang meliputi: uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak 

atas kekayaan intelektual, hak sewa dan benda bergerak lain sesuai dengan 

ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebagian 

dari jenis-jenis tersebut yang merupakan benda bergerak yang tidak berwujud 

adalah surat berharga, hak kekayaan intelektual dan hak sewa. 

Salah satu bentuk benda wakaf yang masuk kategori benda bergerak 

dan tidak berwujud adalah Hak Kekayaan Intelektual (HKI). HKI, meskipun 

bukan hal baru, namun masih asing bagi sebagian besar masyarakat di 

Indonesia. Mengingat HKI memang berasal dari peradaban masyarakat Barat 

yang sarat akan nilai-nilai individualistik kapitalistik. Sehingga ketika 

diundangkan bahwa HKI merupakan salah satu benda wakaf, masyarakat tidak 

terlalu merespon. Faktanya, hingga saat ini bentuk wakaf Hak Kekayaan 

Intelektual masih sangat jarang ditemui. 

Eksistensi HKI sendiri sangat erat kaitannya dengan dunia perdagangan 

baik domestik maupun global.9 HKI tertuang sebagai Agreement on Trade 

Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs Agreement) sebagai 

bagian dari Agreement Establishing the World Trade Organization (WTO 

Agreement).10 

                                                           
9 Etty S. Suhardo, Hak Kekayaan Intelektual dan Lisensi HKI, (Semarang: Magister Ilmu 

Hukum Universitas Diponegoro, 2012), hal. 1. 
 
10 Achmad Zen Umar Purba, Perjanjian TRIPs dan Beberapa isu Strategis, (Bandung: 

Kerjasama Badan Penerbit  F.H Universitas Indonesia dan PT. Alumni, 2011), hal. 1. 
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Aspek hukum HKI diawali dari hasil kemampuan berpikir manusia 

yang memiliki daya cipta berupa ide-ide kreatif yang khas atau eksklusif dari 

pencipta atau inventor yang terwujud pada suatu bentuk ciptaan atau ivensi-

invensi tertentu.11 Singkatnya, HKI atau secara internasional dikenal dengan 

Intellectual Property Rights (IPR) merupakan hak yang timbul dari hasil olah 

pikir yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk 

manusia. Pada intinya, HKI adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil 

dari suatu kreativitas intelektual.12 

Secara garis besar HKI dibagi menjadi dua kelompok, yaitu kelompok 

hak kekayaan industri (Industrial Property Rights) dan kelompok Hak Cipta 

(Copy Rights). Kelompok hak kekayaan industri meliputi: Paten (Patent), 

Desain Industri (Industrial Design), Merek (Trademark), Desain Tata Letak 

Sirkuit Terpadu (Layout Design Of Integrated Circuit) dan Rahasia Dagang 

(Trade Secret). Sedangkan Hak Cipta terdiri dari Hak Cipta itu sendiri dan Hak 

yang berkaitan dengan Hak Cipta (Neighboring Rights).13 

Sejauh ini, meskipun HKI merupakan salah satu benda wakaf, praktek 

perwakafan HKI masih sangat minim dan terforkus hanya pada hak cipta. 

Mengingat, bahwa baru hak cipta yang termasuk dalam masalah fiqih 

                                                           
11 Etty S. Suhardo, Hak Kekayaan…, hal. 1-2. 
 
12 Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual, 

(Jakarta: Dirjen HKI Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republilk Indonesia, 2011), hal. 1 
 
13 O.K. Saidin, Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hal. 

13-15. 
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kontemporer yang sudah di respon ulama. Keputusan Komisi Fatwa Majelis 

Ulama Indonesia No. 1 Tahun 2003 tentang Hak Cipta menjadi salah satu bukti 

eksistensi Hak Cipta dalam wacana fiqih kontemporer. Fatwa ini menetapkan 

bahwa: 1) Hak Cipta dipandang sebagai salah satu hak kekayaan (huquq 

ma>liyat) yang mendapat perlindungan hukum (mashun) sebagai kekayaan 

(ma>l), 2) Hak Cipta yang dilindungi oleh hukum Islam adalah Hak Cipta atas 

Ciptaan yang tidak bertentangn dengan hukum Islam, 3) Hak Cipta dapat 

dijadikan objek akad (ma’qud ‘alayh), baik aqad pertukaran atau komersil 

(mu’awadhat), maupun akad non-komersial (tabarru’at), serta dapat 

diwakafkan dan diwariskan, dan 4) Setiap bentuk pelanggaran terhadap Hak 

Cipta, terutama pembajakan, merupakan kezaliman yang hukumnya adalah 

haram.14 

Tahun 2005 MUI kembali mengeluarkan Fatwa, kali ini bertajuk 

perlindungan Hak Kekayaan Intelektual.15 Meskipun ditujukan untuk semua 

jenis HKI, namun penjelasannya di dominasi mengenai Hak Cipta semata. Pun 

dalam beberapa literatur, misalnya dalam buku Wakaf Produktif karangan Jaih 

Mubarok, walaupun diterangkan mengenai wakaf HKI, hanya memberikan 

contoh pada wakaf Hak Cipta saja. Beliau mencontohkan wakaf yang 

dilakukan oleh seorang dosen fakultas Syari’ah IAIN Gunung Djati (Alm. 

                                                           
14 Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 1 Tahun 2003 tentang Hak Cipta. 
 
15 Keputusan Fatwa Majellis Ulama Indonesia No. 1/MUNAS VII/MUI/15/2005 Tentang 

Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual. 
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Hanafi) yang telah mewakafkan salah satu bukunya kepada HMI Korkom 

IAIN SGD (sekarang HMI Cabang Kabupaten Bandung) dan yang dilakukan 

oleh Nasuka (purnawirawan) yang telah mewakafkan bukunya tentang teori 

sistem yang diterbitkan oleh Prenada Media (Jakarta) ke Program Pascasarjana 

UIN Sunan Gunung Djati Bandung.16 

Secara teoritik, sebenarnya wakaf HKI sejalan dengan paradigma 

wakaf produktif. Mengingat dalam wakaf produktif secara terminologi 

merupakan transformasi dari pengelolaan wakaf yang alami menjadi 

pengelolaan wakaf yang profesional untuk meningkatkan atau menambah 

manfaat wakaf atau dengan kata lain dapat diartikan sebagai proses 

pengelolaan benda wakaf untuk menghasilkan barang atau jasa yang 

maksimum dengan modal yang minimum.17 Sedangkan HKI sangat erat 

kaitannya dengan dunia bisnis. Di harapkan wakaf HKI bisa memberikan 

manfaat yang besar, sama seperti HKI dalam dunia bisnis. 

Namun demikian, Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf 

kurang memberikan keterangan lebih lanjut mengenai HKI sebagai harta benda 

wakaf. begitupula pada Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 Tentang 

Pelaksanaan UU Wakaf. Belum ada penjelasan mengenai bentuk-bentuk wakaf 

masing- masing HKI, baik dalam Hak Cipta maupun Hak Kekayaan Industrial 

(Hak Paten, Hak Merek, Hak Desain Industri, Hak Desain Tata Letak Sirkuit 

                                                           
16 Jaih Mubarok, Wakaf Produktif, (Bandung: Simbiosa Rekatama Media, 2008), hal. 105. 
 
17 Ibid., hal. 15-16. 
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Terpadu, dan Hak Rahasia dagang). Kondisi ini menunjukkan adanya problem 

yuridis terhadap wakaf HKI, mengingat masing-masing bentuk HKI memiliki 

karakteristik yang berbeda-beda. 

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk menganalisa 

lebih jauh bagaimana pengaturan perwakafan HKI. Kemudian, lebih lanjut 

menganalisa problem-problem yuridis apa saja dalam perwakafan HKI dalam 

Undang-Undang No.41 Tahun 2004 Tentang Wakaf maupun peraturan 

perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan wakaf dan HKI, serta 

bagaimana bentuk-bentuk wakaf HKI. Maka penulis mengambil judul 

“WAKAF HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL ( Problematika Yuridis dan 

Bentuk-Bentuk Wakaf Hak Kekayaan Intelektual sebagai Salah Satu Bentuk 

Wakaf Produktif)” . 

B. Rumusan Masalah 

Dari kegelisahan akademik tersebut, penulis merumuskan tiga rumusan 

masalah sebagai berikut: 

1. Problem Yuridis apa saja yang terdapat dalam ketentuan wakaf Hak 

Kekayaan Intelektual dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang 

Wakaf? 

2. Bagaimana bentuk-bentuk Wakaf Hak Kekayaan Intelektual sebagai salah 

satu bentuk wakaf produktif? 
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C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

Sesuai dengan rumusan permasalahan, maka tujuan penelitian ini adalah 

untuk: 

1. Mengkaji dan menganalisis problem-problem yuridis yang terdapat dalam 

ketentuan wakaf Hak Kekayaan Intelektual dalam Undang-Undang No. 41 

Tahun 2004 Tentang Wakaf. 

2. Mengkaji dan mengaanalisis bentuk-bentuk wakaf Hak Kekayaan 

Intelektual sebagai salah satu bentuk wakaf produktif. 

Adapaun manfaat dari penelitian ini antara lain: 

1. Manfaat Teoritis 

 Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmiah bagi 

ilmu pengetahuan hukum dalam pengembangan hukum perwakafan, 

terutama dalam pelaksanaan wakaf Hak Kekayaan Intelektual. 

2. Manfaat Praktis 

   Hasil penelitian ini untuk mengembangkan penalaran, membentuk pola 

pikir dinamis sekaligus mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan 

ilmu yang telah didapat. Selain itu untuk memberi masukan serta tambahan 

pengetahuan bagi pihak terkait, terutama pemerintah dalam upaya 

mengharmonisasikan ketentuan-ketentuan Perwakafan dalam kaitannya 

dengan wakaf  Hak Kekayaan Intelektual. 
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D. Telaah Pustaka 

Pembahasan mengenai perwakafan bukan barang baru. Perkembangan 

wakaf yang dinamis dari waktu ke waktu membuat para pakar giat 

membahasnya. Terlebih dengan adanya paradigma baru wakaf, dari sistem 

konvensional menuju wakaf produktif. berikut beberapa literatur yang telah 

membahas wakaf produktif. 

Buku berjudul Wakaf Produktif oleh Prof. Dr Jaih Mubarok 

menjelaskan bagaimana pengembangan pengembangan aspek-aspek hukum 

wakaf yang terkandung dalam UU No. 41 Tahun 2004, strategi yang 

diperlukan untuk menjadikan wakaf sebagai media guna menciptakan 

kesejahteraan, dan institusi-institusi yang dibentuk dan dilibatkan untuk 

kemakmuran masyarakat melalui pemberdayaan wakaf. Hasil penelitian 

tersebut disimpulkan bahwa aspek hukum wakaf terdiri dari aspek regulasi dan 

struktur hukum wakaf, strategi yang dapat dilakukan untuk mewujudkan wakaf 

produktif adalah: 1) memperluas objek wakaf; 2) mendinamiskan jangka waktu 

wakaf, abadi dan jangka waktu tertentu; 3) mengakomodasi pendapat Abu 

Hanifah mengenai gagasan wakaf tidak termasuk wakaf lazim; 4) membentuk 

institusi “struktur” wakaf baru yang menjadi regulator, fasilitator, coordinator, 

motivator dan pengembang kualitas naz}ir; 5) mendapat dukungan dari 

pemerintah seiring dengan berkembangnya perekonomian/perbankan sistem 

syariah di Indonesia. Institusi baru yang dibentuk dalam rangka menjadikan 

wakaf sebagai media untuk memakmurkan masyarakat adalah Badan Wakaf 
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Indonesia (BWI) dan Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang 

(LKS-PWU).18  

Dr Mundzir Kahaf dalam Manajemen Wakaf Produktif mengemukakan 

problem wakaf dalam Islam, terutama yang terjadi pada masyarakat modern. 

Beliau mulai membahas pengertian wakaf dan perkembangannya selama 

berabad-abad. Kemudian  membahas secara spesifik tentang wakaf dan urgensi 

pembaruannya, bagian ini juga membahas format baru wakaf yang peranannya 

bagi pengembangan wakaf Islam dan berangkat dari metode baru dalam fiqih 

wakaf, dilanjutkan dengan membidik pengembangan dan pendanaannya. Dan 

terakhir dijelaskan mengenai manajemen wakaf, terutama wakaf produktif. 

Disini dijelaskan urgensi pengembangan wakaf sehingga dapat dimanajemen 

dengan cara-cara modern dalam mengelola yayasan-yayasan yang tidak secara 

langsung dikendalikan oleh pemiliknya.19 

Dr. Abdurrohman Kasdi, Lc, M.Si dalam buku Fiqih Wakaf – Dari 

Wakaf Klasik Hingga Wakaf Produktif membahas permasalahan-permasalahan 

wakaf dilapangan diantaranya; 1) pemahaman tentang pemanfaatan harta 

benda wakaf; 2) jika dilihat dari jumlah tanah wakaf, meskipun sangat luas tapi 

tidak semuanya bisa dikategorikan tanah strategis; 3) tanah wakaf yang belum 

bersertifikat, hal ini lebih dikarenakan tradisi kepercayaan yang berkembang  

                                                           
18 Jaih Mubarok, Wakaf Produktif, hal. 24. 
 
19 Mundzir Qahaf, Manajemen Wakaf Produktif terj. Muhyidin Mas Rida, (Jakarta: KHALIFA, 

2004) 
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di masyarakat; 4) naz}ir masih tradisional dan cenderung konsumtif. Dari 

permasalahan-permasalahan tersebut beliau memberikan strategi 

pengembangan wakaf produktif diantaranya adalah: reinterpretasi konsep 

wakaf, pengembangan wakaf produktif, regulasi perundang-undangan wakaf, 

penerbitan sertifikat wakaf uang, dan strategi fund rising wakaf produktif. 

menurut beliau ada tiga hal mendasar dalam implementasi pengembangan 

wakaf produktif: 1) pemenuhan kebutuhan-kebutuhan dasar (basic needs) 

masyarakat seperti makan, tempat tinggal, pendidikan, kesehatan dan 

sebagainya, 2) mengupayakan peningkatan kesempatan yang setara bagi setiap 

orang, terutama mereka yang paling tidak beruntung dalam masyarakat; 3) 

melakukan perubahan struktural mencakup perubahan sistem dan pranata 

sosial yang menjamin kesejahteraan umat.20 

Musthafa dalam tesis Sisi-Sisi Pembaruan Hukum Perwakafan di 

Indonesia (Studi Analisis Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf) 

membahas pembaruan apa saja dan metode pembaruan yang bagaimana dalam 

Undang-Undang tersebut.  Penelitian kepustakaan ini menggunakan metode 

content analysis dan bersifat deskriptif komparatif. Hasil penelitian tesis ini 

meliputi: Pertama, Pembaruan hukum dalam UU 41/2004 mencakup; 1) 

Pembaruan paham tentang wakaf mencakup: a) Definisi wakaf, yaitu 

pembaruan definisi wakaf dengan mengakomodir wakaf berjangka waktu 

                                                           
20 Abdurrahman Kasdi, Fiqih Wakaf – Dari Wakaf Klasik Hingga Wakaf Produktif, (Kudus: 

STAIN Kudus dan Idea Press Yogyakarta, 2013) 
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tertentu (muaqqat), disamping wakaf yang dimanfaatkan selamanya 

(muabbad) yang selama ini dipahami dan diamalkan oleh mayoritas umat 

Islam di Indonesia dengan merujuk mazhab tertentu; b) Jenis benda wakaf, 

dalam UU ini selain diatur tentang wakaf tidak bergerak (fixed asset), juga 

dilakukan pembaruan dengan melaukan perluasan harta benda wakaf yang 

bergerak, seperti wakaf uang, surat berharga dan lain-lain; c) Perubahan dan 

pengalihan harta benda wakaf, yang dalam pemahaman umat islam di 

Indonesia dengan merujuk pendapat mazhab tertentu adalah dilarang secar 

mutlak. 2) Sedangkan dalam UU, pembaruan dilakukan dengan tetap melarang 

melakukan perubahan terhadap harta benda wakaf tetapi memberikan 

pengecualian, seperti apabila digunakan untuk kepentingan umum sesuai denga 

Rencana Umum Tata Ruang dan tidak bertentangan dengan syariah.  

Kedua, Pembaruan dalam sistem manajemen pengelolaan wakaf adalah 

pembaruan yang lebih mengedepankan aturan yang diantaranya bersifat 

administrasi terhadap aturan substansial dalam wakaf. misalnya tentang 

pendaftaran dan pengumuman harta benda wakaf, sertifikasi wakaf uang. Dan 

ada yang bersifat organisatoris, yaitu dengan dibentuknya BWI dan lembaga 

keuangan Syariah. 2) Dengan mengacu kepada metode umum pembaruan 

hukum Islam, metodisasi pembaruan hukum Islam dalam UU 41/2004 lebih 

banyak mengacu kepada metode the eclectic expedient (takhayyur dan talfiq) 

dan metode expedient of administrative (siya>sah syar’iyyah). Hal ini dapat 

dilihat begitu banyak pasal yang hanya mereduksi pendapat ulama mazhab 
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yang dianggap sesuai dengan kondisi sekarang seperti misalnya definisi wakaf, 

jenis harta wakaf, dan perubahan dan pengalihan harta benda wakaf. juga 

berbagai aturan administratif organisatoris yang menunjang terhadap konsep 

perwakafan tersebut dengan didasarkan kepada kemaslahatan. Misalnya aturan 

pendaftaran dan pengumuman haarta benda wakaf, sertifikat wakaf uang, dan 

dibentuknya BWI.21 

Selain pembahasan mengenai perubahan paradigma wakaf, dari 

konvensional menuju wakaf produktif, beberapa tesis meneliti tentang praktek 

wakaf produktif pada beberapa lembaga. Berikut tesis-tesis tersebut. 

Nila Saadati dalam tesis Pengelolaan Wakaf Tunai dalam Mekanisme 

Pemberdayaan Ekonomi Pesantren (Studi Pada Pondok Pesantren At Tauhid 

Al-Islamy Magelang). Penelitian ini memakai pendekatan yuridis empiris, 

dengan spesifikasi induksi analitik dan teknik analisis data deskriptif 

kualitataif. Tesis ini membedah bagaimana pengelolaan wakaf tunai serta 

upaya pelaksanaan wakaf tunai bagi kesejahteraan masyarakat di pondok 

pesantren tersebut. Hasil penelitian menyatakan bahwa: 1) Penggalangan dana 

atau pendanaan wakaf tunai dan pengelolaannya pada PP At Tauhid Al Islamy 

adalah dengan cara penggalangan dana iuran amal jariyyah dari para wali 

santri setiap awal tahunnya, yang mana akan dikelola dalam pemberdayaan 

unit-unit usaha produktif seperti kolam ikan, penanaman lahan perkebunan, 

                                                           
21 Musthafa, Sisi-Sisi Pembaruan Hukum Perwakafan di Indonesia (Studi Analisis UU No. 41 

Tahun 2004 Tentang Wakaf), Tesis, tidak diterbitkan (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2010) 
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peternakan selama 4 tahun terakhir sudah bisa berjalan. Sumbangan wajib 

pembangunan pondok tiap awal tahun, bantuan dari pemerintah atau badan 

sosial atau para dermawan yang berupa uang pondok terima setelah digunakan 

menjadi wakaf benda untuk membangun masjid, gedung asrama, perbaikan 

lingkungan, sarana prasaranaa. Namun laporan-laporan keungan khususnya 

wakaf uang kurang efektif dan transaparan. 2) Pemberdayaan ekonomi 

pesantren sudah tepat sasaran, karena hasil wakaf dari iuran amal jarriyah 

digunakan untuk kepentingan santri-santri dan manfaat operasional pondok 

yang dirasakan manfaatnya.22 

Tesis oleh Wahyu Prabowo berjudul Pemberdayaan PKPU Cabang 

Jawa Tengah dalam Pengelolaan Wakaf Tunai membahas pemberdayaan 

wakaf tunai yang dilakukan oleh Pos Keadilan Peduli Umat (PKPU) cabang 

Jawa Tengah, kendala-kendalnya serta cara mengatasinya. Penelitian ini 

memakai metode yuridis empiris dengan spesifikasi deskriptif analitik. Hasil 

penelitian ini menyatakan bahwa: 1) Dalam pemberdayaan wakaf tunai yang 

dilakukan oleh PKPU Jawa Tengah, dikelola dengan dibelikan sebuah mobil 

ambulance sebagai fasilitas kesehatan dan sampai sekarang masih 

melengkapinya dengan peralatan medis ambulance yang diperuntukan bagi 

masyarakat dhuafa di daerah kumuh, miskin dan pinggiran kota semarang dan 

sekitarnya yang diberikan secara cuma-cuma tanpa dipungut biaya sedikitpun. 

                                                           
22  Nila Saadati, Pengelolaan Wakaf Tunai dalam Mekanisme Pemberdayaan Ekonomi 

Pesantren (Studi Pada Pondok Pesantren At Tauhid Al-Islamy Magelang), Tesis, tidak diterbitkan 
(Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2014) 
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Bentuk wakaf produktif yang dapat dinikamti masyarakat secara menyeluruh 

khususnya masyarakat kota semarang secara langsung dalam upaya untuk 

memajukan kesejahteraan masyarakat; 2) Kendala-kendala yang dihadapi 

PKPU Jateng yang terjadi dalam proses pengelolaan wakaf tunai selama ini 

dalam pelaksanaannya yaitu masalah pemahaman masyarakat tentang hukum 

wakaf uang. Pada umumnya masyarakat belum memahami hukum wakaf uang 

dengan baik dan benar, baik dari segi rukun dan syarat wakaf. Memahami 

rukun dan syarat wakaf bagi masyarakat sangat penting, karena dengan 

memahami rukun wakaf, masyarakat bisa mengetahui siapa yang boleh 

berwakaf, apa saja yang boleh diwakafkan, untuk apa dan siapa wakaf 

diperuntukkan, bagaimana cara berwakaf, dan siapa saja yang boleh menjadi 

naz}ir , dan lain-lain. Terbatasnya jumlah para wakif yang ingin mewakafkan 

hartanya sehingga mengakibatkan total dana wakaf tunai belum memenuhi 

target; 3) Cara mengatasi kendala-kendala yang dihadapi oleh PKPU cabang 

jawa tengah adalah melakukan peningkatan penyuluhan dan sosialisasi dalam 

pengelolaan wakaf tunai dengan melalui tahap-tahap: sosialisasi konsep wakaf 

tunai, pendekatan kepada calon wakif dan pendekatan kepada naz}ir  wakaf, 

sehingga akan tercapainya tujuan PKPU yaitu peningkatan dalam berbagai 

aspek kehidupan yaitu sector pendidikan, ekonomi, dan kesehatan dan lain 

sebagainya.23 

                                                           
23 Wahyu Prabowo, Pemberdayaan PKPU Cabang Jawa Tengah dalam Pengelolaan Wakaf 

Tunai, Tesis tidak diterbitkan, (Semarang, Universitas Diponegoro, 2011) 
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Selain itu, terdapat pula beberapa penelitian yang lebih spesifik 

mengenai wakaf Hak Kekayaan Intelektual. Berikut skripsi maupun tesis yang 

membahas tema tersebut. 

Skripsi Dimas Fahmi Fikri berjudul Wakaf Hak Kekayaan Intelektual 

Dalam Hukum Islam (Studi Pasal 16 Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 

Tentang Wakaf) membahas bagaimana konsep harta hak kekayaan intelektual 

terhadap wakaf dan pandangan hukum Islam atas hal tersebut. Penelitian 

kepustakaan ini memakai metode kualitatif dengan pendekatan yuridis 

normatif. Hasil penelitian skripsi tersebut hanya menyebutkan bahwa HKI 

dapat dijadikan objek benda wakaf karena secara hukum dianggap benda 

bergerak (yang tidak berwujud) dan melihat dari aspek ekonominya yang 

sangat besar. Dalam hukum Islam, HKI dipandang sebagai salah satu huquq 

ma>liyyah (hak kekayaan) yang mendapat perlindungan hukum (mashun) 

sebagai mal (kekayaan).24 Skripsi ini tidak membahas ada tidaknya 

problematika hukum dalam pelaksanaan wakaf HKI, maupun bentuk-bentuk 

wakaf HKI. 

Skripsi Lutfi Nizar dengan judul Wakaf Hak Cipta dalam Perspektif 

Hukum Islam dan Perundang-Undangan di Indonesia. Skripsi ini membahas 

bagaimana kedudukan, prosedur dan akibat hukum dari wakaf hak cipta serta 

bagaimana perspektif Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan 

                                                           
24 Dimas Fahmi Fikri, Wakaf Hak Kekayaan Intelektual dalam Hukum Islam (Studi Pasal 16 

Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf), Skripsi tidak diterbitkan, (Semarang, IAIN 
Walisongo, 2010) 
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terhadap wakaf  Hak Cipta. Penelitian kepustakaan ini menggunakan metode 

analisis berupa content analysis, metode deskriptif dan komparatif. Hasil 

penelitian mengunggkapkan bahwa: a) kedudukan wakaf hak cipta sama 

dengan wakaf pada umumnya karena hak cipta masuk kategori benda (ma>l), b) 

prosedur wakaf hak cipta diatur pada Undang-Undang Hak Cipta yaitu melalui 

pendaftaran Hak Cipta dilakukan di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan 

Intelektual, c) akibat hukum jika hak cipta diwakafkan kepada publik, maka 

manfaat dari hak cipta menjadi milik publik selamanya, tidak boleh ada yang 

memiliki, menjual, mewariskan atau menghibahkan secara individual, d) wakaf 

hak cipta di Indonesia menganut pendapat malikiyah yang berpendapat bahwa 

mauquf (benda wakaf) tidak harus benda yang berwujud, d) menurut 

perundang-undangan, hak cipta di pandang sebagai salah satu hak kekayaan 

(huqu>q ma>liyah) yang mendapat perlindungan hukum (mashun) sebagai 

kekayaan (ma>l), hak cipta yang dilindungi oleh hukum Islam adalah hak cipta 

atas ciptaan yang tidak bertentangan dengan hukum Islam, Hak Cipta dapat 

dijadikan objek wakaf, baik akad komersial maupun non komersial, serta dapat 

diwariskan dan diwakafkan, dan setiap bentuk pelanggaran terhadap hak cipta 

terutama pembajakan merupakan kezaliman yang hukumnya adalah haram.25 

Berikutnya tesis dengan judul Model Wakaf Untuk HKI sebagai 

alternatif Pengelolaan Hak Kekayaan Intelektual Bagi Kepentingan Sosial 

                                                           
25 Lutfi Nizar, Wakaf Hak Cipta Dalam Perspektif Hukum Islam dan Perundang-Undangan Di 

Indonesia, Skripsi tidak diterbitkan, (Surabaya: IAIN Sunan Ampel, 2012). 
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yang ditulis oleh Muhammad Ulil Albab. Tesis ini membahas implementasi 

prinsip dasar wakaf terhadap Hak Kekayaan Intelektual serta bagaimana model 

mekanisme wakaf atas Hak Kekayaan Intelektual sebagai alternatif 

pengelolaan Hak Kekayaan Intelektual bagi kepentingan sosial. Penelitian 

kepustakaan ini bersifat preskriptif dengan menggunakan teori asas hukum 

dengan pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian menyimpulakn bahwa 

Implementasi prinsip dasar wakaf terhadap prinsip-prinsip dasar HKI dapat 

diimplementasikan. Prinsip HKI yang dapat diterapkan terhadap prinsip wakaf 

antara lain: hak otoritas, hak privat dan pasar, berkesinambungan, TRIPs 

mengikat.  

Selain prinsip tersebut, implementasi prinsip Hak Kekayaan Intelektual 

terhadap wakaf juga didasarkan pada prinsip keadilan (the principle of natural 

justice), prinsip ekonomi (the aconomic argument), prinsip kebudayaan (the 

cultural argument), prinsip sosial (the social argument).26 

Dari buku-buku dan penelitian-penelitian sebelumnya, menurut penulis 

belum ada yang membahas mengenai Wakaf Hak Kekayaan Intelektual secara 

komprehensif. Meskipun ada penelitian mengenai wakaf Hak Kekayaan 

Intelektual, hanya sebatas bagaimana pandangan hukum Islam memandangnya, 

ataupun hanya mencari titik temu asas-asas Hak Kekayaan Intelektual dan 

hukum wakaf, serta syarat-syarat administratif untuk dapat mewakafkan HKI. 

                                                           
26 Muhammad Ulil Albab, Model Wakaf Untuk Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Alternatif 

Pengelolaan HKI bagi Kepentingan Sosial, Tesis tidak diterbitkan, (Semarang: Universitas Diponegoro, 
2014). 



21 

 

 

 

Pembahasan mendalam menngenai problematika hukum terhadap Undang-

Undang yang berlaku, maupun bentuk-bentuk wakaf Hak kekayaan Intelektual 

belum pernah dibahas pada penelitian-penelitian sebelumnya. 

E. Kerangka Toeritik 

Wakaf merupakan salah satu lembaga yang dianjurkan oleh ajaran 

Islam untuk dipergunakan oleh seseorang sebagai sarana penyaluran rezeki 

yang dibenarkan oleh Tuhan kepadanya. Wakaf berasal dari bahasa arab dari 

kata al-Waqf, bentuk masdar dari waqafa-yaqifu-waqfan yang berarti berhenti 

atau berdiri. Kata waqaf mempunyai arti yang sama dengan kata al-habs yang 

berasal dari kata kerja habasa-yahbisu-habsan yang berarti menahan.27 

Dalam kitab-kitab fiqh, pengertian wakaf adalah menyerahkan sesuatu 

hak milik yang tahan lama zatnya kepada seseorang atau naz}ir  (pemelihara 

atau pengurus wakaf) atau kepada suatu badan pengelola, dengan ketentuan 

bahwa hasil atau manfaatnya dipergunakan sesuai dengan ajaran Islam. Benda 

yang diwakafkan tidak lagi menjadi hak milik yang mewakafkan, dan pula 

bukan milik tempat menyerahkan, (naz}ir ) tetapi menjadi milik Allah (hak 

umat).28  

Istilah wakaf tidak dijelaskan secara tegas dalam al Qur’an. Penyebutan 

wakaf lebih didasarkan pada substansi wakaf, yaitu untuk melakukan kebaikan. 

                                                           
27 Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah., “Mujahidin Muhayan, Terj. Fiqh Sunnah IV”, Jakarta: Pena 

Pundi Aksara, 2009, hlm. 461. 
 
28 Abdul Halim, Hukum Perwakafan di Indonesia, (Jakarta: Ciputat Press, 2005), hal 52. 
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Beberapa ayat yang dapat dijadikan rujukan oleh ulama sebagai sumber hukum 

perwakafan diantaranya: QS. Al-Hajj: 77, QS. Al-Baqarah: 267, QS. Ali 

Imran: 92. Oleh karenanya substansi ini harus lebih diutamakan. 

Melihat perkembangan wakaf yang terjadi di Indonesia, sudah saatnya 

masyarakat diarahkan menuju era wakaf produktif. Wakaf tidak lagi hanya 

sebatas tanah yang seringkali tidak bernilai produktif. wakaf harus dipayakan 

untuk sebesar-besarnya kemaslahatan ummat.  

Kemaslahatan erat kaitannya dengan teori al Maqa>sid al Syari>’ah. 

Teori ini pertama kali dikemukakan oleh al Ghazali untuk menunjukan apa 

yang dikenal sebagai tujuan hukum. Al Ghazali mendefinisikan maslahah 

sebagai “sebuah ungkapan yang menunjukkan tentang pewujudan kemanfaatan 

atau penolakan atas kemadharatan.29 Pada pokoknya, tujuan hukum dalam 

Islam adalah maslahah yang secara bahasa sama artinya dengan manfa’ah 

(manfaat) dan sering diberi pengertian sebagai kepentingan manusia.30 

Maslahah merupakan kaidah utama di dalam fiqih Islam, yaitu “jalbu 

al masa>lih wa dar’u al mafa>sid”  (meraih kemaslahatan dan menolak 

kemafsadatan).31 Menurut Abdul Wahhab Khallaf, kemaslahatan manusia 

                                                           
29

 G}aza>li>, Al-, al-Mus}tas}fa> fi> ‘Ilmi al-Us}u>l, Juz 2 (Beirut: Da>r al-Kutub al-„Ilmiyyah, 1983), 
hal. 481. 

 
30 Miftahul Huda, Filsafat Hukum Islam – Menggali Hakikat, Sumber dan Tujuan Hukum 

Islam, (Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2006),., hal. 111. 
 
31 H. A. Djazuli, Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum islam dalam Menyelesaikan 

Masalah-Masalah yang Praktis, (Jakarta: kencana, 2006), hal. 27. 
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dalam kehidupan ini terdiri dari hal-hal yang bersifat d}aruriyyah 

(necessities/keniscayaan), ha>jiyyah (needs/kebutuhan) dan tahsiniyyah 

(luxuries/kemewahan).32 Kemudian para ulama membagi tingkatan d}aruriyyah 

menjadi lima, yaitu: hifz} al di>n (pelestarian agama), hifz} al nafs (pelestarian 

nyawa), hifz} al ma>l (pelestarian harta), hifz} al aql (pelestarian akal), dan hifz} al 

nas}l (pelestarian keturunan). Sebagian ulama menambahkan hifz} al ird 

(pelestarian kehormatan), untuk menggenapkan kelima maqa>sid itu menjadi 

enam tujuan pokok/primer.33 

Teori ini akan menunjukkan posisi wakaf HKI dalam kriteria 

kemaslahatan dalam hukum Islam. Disamping teori al Maqa>sid al Syari>’ah, 

dalam ilmu hukum dikenal adanya teori sistem Hukum. Lawrance M. 

Friedman dalam teori sistem hukum menyebutkan bahwa komponen-

komponen dalam sistem hukum meliputi: struktur hukum (legal structure), 

substansi hukum (legal substance), dan budaya hukum (legal culture).34 

Struktur hukum mewakili aktor ataupun institusi-institusi yang 

berperan dalam penegakan hukum. Subtansi hukum, berkaitan dengan 

peraturan-peraturan dan ketentuan mengenai  mengenai bagaimana institusi-

                                                           
32 Abdul Wahhab Khalamanlaf. Kaidah-Kaidah Hukum Islam: Ilmu Ushul Fiqh, terj. Noer 

Iskandar Al-Barsany, (Jakarta: Rajawali, 1989), hal. 331. 
 
33 Jaser Audah, Al Maqasid Untuk Pemula, terj Ali Abdelmon’im, (Yogyakarta: SUKA Press, 

2013), hal. 8. 
 
34 Lawrence M. Friedman, Sistem Hukum – Perspektif Ilmu Sosial terj. M. Khozim, (Bandung: 

Nusa Media, 2003), hal. 12-19. 
 



24 

 

 

 

institusi itu harus berperilaku. Sedangkan budaya hukum adalah sikap dan nilai 

sosial.35 

Dari teori ini akan dapat dianalisis struktur hukum yang terdapat dalam 

rangkaiaan hukum wakaf HKI. Selain itu, subtansi hukum dari wakaf HKI, 

yaitu segala peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan wakaf HKI. 

Dan yang terakhir adalah kultur hukum masyarakat dalam menanggapi wakaf 

dalam bentuk wakaf HKI. 

F. Metode Penelitian 

Penelitian merupakan sarana pokok dalam pengembangan ilmu 

pengetahuan maupun teknologi. Penelitian bertujuan untuk mengungkapkan 

kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten. Melalui proses 

penelitian tersebut diadakan analisa dan konstruksi terhadap data yang telah 

dikumpulkan dan diolah.36 

Langkah-langkah yang digunakan dalam melakukan suatu penelitian 

haruslah dilandasi dengan suatu metode yang memberikan petunjuk yang 

cermat. Hal ini dikarenakan hasil penelitian harus dapat 

dipertanggungjawabkan secara ilmiah sehingga memerlukan metode penelitian 

agar dapat menghasilkan suatu karya ilmiah yang berkualitas. 

                                                           
35

 Khoiruddin Nasution, Pengantar Studi Islam, (Yogyakarta: ACAdeMIA + 
TAZZAFA,2010), hal. 195-196. 

 
36Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji,  Penelitian Hukum Normatif, (Jakarta: Rajawali Press, 

1986), hal. 1. 
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Suatu penelitian agar memenuhi syarat keilmuan maka perlu 

berpedoman pada suatu metode yang biasa disebut dengan metode penelitian. 

Metode penelitian merupakan usaha untuk menemukan, mengembangkan dan 

menguji kebenaran suatu pengetahuan. 

1. Spesifikasi Penelitian 

Untuk mendekati pokok masalah penelitian, spesifikasi penelitian 

yang digunakan adalah deskriptif analitis yaitu menggambarkan keadaan 

dari objek yang diteliti dan sejumlah faktor-faktor yang mempengaruhi 

data yang diperoleh itu dikumpulkan, disusun, dijelaskan kemudian 

dianalisis.37 Bentuk penelitian deskriptif bertujuan menggambarkan secara 

tepat individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk 

menentukan penyebaran suatu gejala lain dalam masyarakat.38 Kemudian 

untuk mencapai tujuan dari penulisan ini, penelitian ini tidak hanya sekedar 

memberikan gambaran tentang keadaan obyek atau masalahnya semata, 

akan tetapi juga menganalisa, mengklasifikasi dan menafsirkan data-data 

tersebut dan tidak bermaksud mencapai kesimpulan secara umum. 

Dengan demikian hasil penelitian ini akan benar-benar menjadi 

suatu deskripsi dari objek yang menjadi permasalahan yaitu problematika 

hukum wakaf Hak Kekayaan Intelektual. Dari penggambaran tersebut 

                                                           
37Ibid., hal. 230 
 
38Amiruddin dan H. Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum (Jakarta: PT Raja 

Grafindo Persada, 2004),hal. 24-27. 
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diambil suatu analisa berupa kesimpulan yang bersifat analitis yang 

disesuaikan dengan teori-teori yang ada yaitu teori al Maqa>sid al Syari>’ah 

dan teori Sistem Hukum Friedman. 

2. Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, dimana penelitian 

hukum normatif merupakan penelitian kepustakaan.39 Dalam penelitian ini, 

pendekatan penelitian yang digunakan adalah yuridis, yaitu penelitian 

hukum yang menekankan pada penelaahan dokumen-dokumen hukum dan 

bahan bahan pustaka yang berkaitan dengan pokok permasalahan. 

Pendekatan tersebut dimaksudkan untuk menelaah, mengkritisi, serta 

diharapkan dapat memberikan solusi. Dengan demikian untuk mencari 

jawaban atas segala permasalahan yang ada, dalam penulisan hukum ini 

akan diteliti hal-hal yang berkaitan serta aspek-aspek pendukung  

permasalahan tersebut. Pengkajian dalam penulisan hukum ini pertama-

tama dilakukan terhadap segala ketentuan-ketentuan perundang-undangan 

berkaitan dengan perwakafan dan Hak Kekayaan Intelektual. 

3. Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data-data yang akan menjadi bahan dasar tesis ini 

adalah melalui studi kepustakaan (library study). Dengan mengumpulkan 

dokumen, buku, literatur, jurnal, majalah, berita website, artikel, paper, 

                                                           
39Ronny Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, (Jakarta: Ghalamania 

Indonesia, 1988), hal. 11  
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makalah, dan sejenisnya itu dalam beberapa tema sentral yang dipilih40 

dalam tesis ini. Berbagai macam pustaka itu tentunya yang berkaitan 

dengan Kajian Perwakafan dan Hak Kekayaan Intelektual serta peraturan 

perundang-undangan lain yang berkaitan dengan masalah tersebut. 

4. Jenis Data 

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dimana 

tipologi penelitiannya adalah penelitian kepustakaan yang diartikan sebagai 

penelitian terhadap data sekunder. Data sekunder dalam penelitian hukum 

normatif menurut Ronny Hanitijo Soemitro disebutkan ada dua sumber 

data yaitu data sekunder yang bersifat pribadi dan data sekunder yang 

bersifat publik.41 

Sumber data sekunder pribadi dalam penelitian ini berupa bahan-

bahan pustaka seperti buku-buku, literatur hukum dan non-hukum, 

dokumentasi, jurnal/buletin ilmiah, majalah, surat kabar, berita website, 

artikel, paper, makalah yang terkait dengan penelitian tesis ini. Sedangkan 

sumber data sekunder yang bersifat publik dalam penelitian ini berupa 

himpunan peraturan perundang-undangan, data arsip hukum, yurisprudensi, 

dan data resmi instansi-instansi pemerintah, serta hasil penelitian lain yang 

terkait dengan penulisan tesis ini. 

                                                           
40Lexy Moleong, Metodologi Penelitian Kualitaif, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005), hal. 

159 
 
41 Ronny Hanitijo Soemitro, Metodologi..., hal. 18 
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Penelitian hukum normatif dalam penulisan tesis ini didekatkan 

kepada penelitian terhadap sistematika hukum, dimana kerangka acuan 

yang dipergunakan adalah pengertian-pengertian dasar yang terdapat dalam 

sistem hukum42. Kerangka acuan tersebut didasarkan pada jenis penelitian 

kepustakaan yang dipergunakan sebagai kerangka konsepsional. 

5. Analisis Data 

Metode analisis terdiri atas metode analisis kuantitatif dan 

kualitatif. Metode analisis kuantitatif pada dasarnya berarti, penyorotan 

terhadap masalah serta usaha pemisahannya, yang dilakukan dengan 

upaya-upaya yang banyak didasarkan pada pengukuran yang memecahkan 

obyek penelitian ke dalam unsur-unsur tertentu, untuk kemudian ditarik 

suatu generalisasi yang seluas mungkin ruang lingkupnya. Pendekatan 

kualitatif sebenarnya merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan 

data deskriptif.43 Menurut Jane Richie seperti yang dikutip oleh Lexy J 

Moleung, penelitian kualitatif adalah upaya untuk menyajikan dunia sosial, 

dan perspektifnya di dalam dunia, dari segi konsep, perilaku, persepsi, dan 

persoalan tentang manusia yang diteliti.44 

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

metode kualitatif, karena penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan data 

                                                           
42Ibid, hal. 23 
 
43 Soeryono Soekanto, Metodologi..., hal. 32.  
 
44 Lexy Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya 

Bandung, 2005), hal. 6. 
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deskriptif. Data akan diperoleh dari hasil penyelidikan berdasarkan fakta-

fakta yang ada, teori dan konsep yang berkaitan, sehingga dapat dianalisa 

dan akhirnya dapat diambil konsep baru untuk memecahkan permasalahan 

penulisan hukum ini. 

G. Sistematika Pembahasan 

Tesis ini akan penulis bagi menjadi lima bab. Bab pertama tentang 

pendahuluan, yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan 

kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan 

sistematika pembahasan. Bab ini merupakan awal arah penelitian yang 

dilakukan, dengan mengemukakan dasar pemikiran pentingnya masalah ini 

diteliti secara mendalam. Bab ini merupakan pintu masuk pada bab-bab 

berikutnya. 

Bab kedua tentang tinjauan umum Hak kekayaan Intelektual. Pada 

bagian ini akan dijelaskan Hak Kekayaan Intelektual, mulai dari definisinya, 

Hak Kekayaan Intelektual sebagai hak milik dalam kerangka hukum perdata, 

penjelasan tentang masing-hasing Hak Kekayaan Intelektual dimulai dari Hak 

Cipta kemudian diikuti Hak Kekayaan Industrial (Merek, Paten, Rahasia 

Dagang, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu), dan diakhiri 

dengan penjelasan mengenai lisensi dan waralaba. Bagian ini menjadi dasar 

dalam melihat aspek yuridis Hak Kekayaan Intelektual. 

Bab ketiga merupakan tinjauan umum tentang wakaf. Bagian ini 

dimulai dengan definisi dan dasar hukum wakaf, rukun dan syarat wakaf, 
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wakaf dalam lintasan sejarah, dan regulasi hukum perwakafan di Indonesia. 

Bagian ini menjadi gambaran mengenai perwakafan, baik dalam hukum Islam 

maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. 

Bab keempat merupakan analisis dari dua bab sebelumnya. Dimulai 

dengan Wakaf Hak Kekayaaan Intelektual dalam hukum Islam, pengaturan 

mengenai wakaf Hak kekayaan Intelektual dalam peraturan perundang-

undangan di Indonesia, kemudian problematika yuridis pengaturan Wakaf Hak 

Kekayaan Intelektual hingga bermuara pada bentuk-bentuk perwakafan Hak 

Kekayaan Intelektual dalam upaya mencapai kemaslahatan. 

Bab kelima adalah penutup yang berisi kesimpulan dan saran. Bagian 

ini disusun untuk merangkum inti dari temuan-temuan penelitian, sekaligus 

gambaran evaluasi singkat atas berbagai temuan itu, untuk kemudian 

direkomendasikan pada berbagai pihak yang berhubungan dengan penelitian. 
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BAB V 
PENUTUP 

 
A. Kesimpulan 

Kesimpulan dari pemaparan pada bab-bab sebelumnya, pertama, 

problematika wakaf HKI menyangkut tiga hal yaitu pada substansi hukum, 

struktur hukum, dan budaya hukum. Dari  segi substansi hukum, wakaf HKI 

belum ada yang menjelaskan secara tegas, bagaimana pengaturan mengenai 

wakaf HKI serta mekanismenya. Dari segi struktur hukum, belum dijelaskan 

secara tegas siapa saja yang bisa menjadi wakif ataupun nazir dalam wakaf 

HKI. Sedangkan dari segi budaya hukum, masyarakat masih asing dengan 

wakaf terhadap benda selain tanah, sehingga untuk jenis wakaf benda bergerak 

yang tidak berwujud seperti halnya HKI, maka penerimaan masyarakat masih 

sangat rendah. 

Kedua, bentuk-bentuk pewakafan HKI dibagi menjadi dua, yaitu 

penyerahan HKI oleh wakif secara mutlak kepada nazir untuk selamanya atau 

wakif mewakafkan HKI  nya dengan jangka waktu tertentu baik melalui lisensi 

maupun waralaba. Pada wakaf bentuk pertama, jika dikelola oleh nazir sendiri, 

hanya dapat dilakukan oleh nazir perseorangan dan nazir organisasi, namun 

jika dilisensikan, semua nazir dapat mengelola royalti dari HKI yang 

diwakafkan baik nazir perorangan, organisasi maupun badan hukum, dalam hal 

ini baik yang berbentuk organisasi berbadan hukum maupun yayasan. Pada 

wakaf bentuk kedua, jika wakif hanya melisensikan maka hanya nazir 
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perorangan dan organisasi yang dapat mengelola HKI, sedangkan jika 

berbentuk sistem waralaba, semua jenis nazir dapat mengelola wakaf HKI 

tersebut. 

B. Saran 

Mencermati peraturan perundang-undangan mengenai wakaf dan HKI 

yang ada, serta semangat untuk menjadikan wakaf sebagai wakaf produktif, 

sudah seharusnya pemerintah memberi perhatian pada wakaf HKI seperti 

halnya pada wakaf uang (cash waqf). Jika pada pada wakaf uang dijelaskan 

secara tegas mekanisme serta lembaga yang yang berwenang menangani wakaf 

uang, maka hal serupa juga harus terjadi pada wakaf HKI. Pemerintah bisa 

mengeluarkan peraturan khusus seperti Peraturan Pemerintah dalam 

melaksanakan wakaf HKI, daripada harus mengamandemen Undang-Undang 

No. 42 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Mengingat HKI memiliki nilai ekonomi 

yang tidak terhingga, serta perlindungannya bersifat internasional sehingga 

sudah seharusnya wakaf HKI menjadi alternatif wakaf produktif yang 

digalakan oleh pemerintah. 
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